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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2023

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat, taufig dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan
kepada keluarga besar Pengadilan Agama Prabumulih,
sehingga dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2023 ini.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2023 yang
meliputi bidang teknis yustisial, pembinaan sumber daya
manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana,
teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, serta
pengawasan internal.

Disamping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja
yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, laporan ini juga
sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan
datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini dibuat berpedoman pada surat
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023
tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini kami berharap
laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh
pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami menyampaikan terima kasih
kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Prabumulih atas kerja keras dan usaha dalam
mewujudkan visi dan misi sepanjang tahun 2023.
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BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan salah satu rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan satuan kerja setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi
dari evaluasi semua rangkaian kegiatan, atau tugas pokok dan fungsi yang telah
dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas
fungsional, tugas struktural, pembangunan dan Ilain-lain. Kesemuanya harus
terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan, selain sebagai bahan evaluasi dari
rangkaian program yang telah direncanakan serta dicanangkan pada awal tahun
anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun
berikutnya.

Selain itu Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan
bahan untuk menyusun berbagai keputusan dan kebijakan yang diperlukan sehingga
dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan prioritas guna
menunjang tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan suatu bentuk pertanggung
jawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam setahun. Hal ini menjadi salah satu upaya
sebuah institusi berpartisipasi mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good
governance). Salah satu pekerjaan rumah yang merupakan rutinitas tahunan ini
merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh
rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan
yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain
sebagainya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program
yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai pedoman dalam
menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Pelaksanaan
Kegiatan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai
kebijaksanaan agar dapat menarik sebuah langkah yang lebih tepat dan sesuai
dengan kebutuhan.



A. KEBJAKAN UMUM

TUGAS

Pengadilan Agama Prabumulih sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang peradilan agama.
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Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali (PK) serta administrasi peradilan lainnya.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana
diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.
Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’'ah sesuai dengan
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah
diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
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Pengadilan Agama Prabumulih merupakan
pengadilan di tingkat pertama dalam wilayah
yurisdiksi  Pengadilan  Tinggi Agama
Palembang dan berpuncak pada Mahkamah
Agung. Pengadilan Agama Prabumulih
didirikan berdasarkan surat Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 yang
diresmikan Operasional nya oleh Ketua
Mahkamah Agung Pada tanggal 22 Oktober
2020. Pengadilan Agama Prabumulih
merupakan Pengadilan Tingkat pertama
dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi
Agama Palembang yang berjarak sekitar 26
km dari ibu kota Provinsi Sumatera Selatan

yaitu kota Palembang.

YURGOGR G,

Secara administratif Kota Prabumulih luas
wilayahnya 434,46 Km2 terdiri dari 6 Kecamatan

Prabumulih Barat

Prabumulih Timur

Prabumulih Utara

Prabumulih Selatan

Rambang Kapak Tengah
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Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama
Prabumulih. Visi Pengadilan Agama
Prabumulih mengacu pada visi
Mahkamah Agung, yaitu

“Tewujudnya Pengadilan
Agama Prabumulih
yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan
terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan
mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama
Prabumulih menetapkan misi yang harus
dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama
Prabumulih adalah:

Menjaga Kemandirian Pengadilan
AgamaPrabumulih

Memberikan Pelayanan Hukum
Yang Berkeadilan kepada pencari
Keadilan

Meningkatkan Kualitas
Kepemimpinan
Pengadilan Agama Prabumulih

Meningkatkan Kredibilitas dan
Transparansi
Pengadilan Agama Prabumulih



Nilai - Nilai i

8 Nilai Utama Mahkamah Agung

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran

5. Akuntabilitas TTTT T‘l'l‘T 1TTTTTITT T

MANKAMAN AGUNGD

6. Responsibilitas

7. Keterbukaan

8. Ketidakberpihakan

9. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang telah
dilaksanakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan membentuk SDM aparatur peradilan yang profesional.
Salah satu area perubahan yang bertujuan pada Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Pola Pikir dan
Budaya Kerja dimana kedua hal tersebut selaras dengan tata nilai Mahkamah Agung. Implentasi dari hal
tersebut akan terlaksana jika muncul dari dalam internal individu bukan dari karena faktor eksternal.
Untuk membentuk Birokrat dan Birokrasi yang efektif, efisien dan produktif serta profisional maka
penerapan nilai-nilai organisasi yang diyakini kebenarannya harus menjadi dasar pelaksanaan tugas dan
fungsi sehari-hari di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. Oleh
karena itu 8 (delapan) nilai utama Mahkamah agung harus tertancap kuat dan diimplentasikan dalam
pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan beroganisasi dan pola pikir yang
melayani masyarakat, profesionalitas kerja yang tinggi dang berorintasi hasil.

=
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Nilai-nilai organisasi Badan o AN PERADIAN AGANEA SELURUM INDONESIA
. . Pesan Moral Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl
Peradilan Agama dan Peradilan (Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.M.H)
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Susunan Organisasi Pengadilan Agama Prabumulih sesuai dengan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan

Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan.

Untuk bidang Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

Sedangkan untuk bidang kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris
Kesekretariatan Pengadilan Agama Prabumulih, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Keuangan.

b. Subbagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana;
c. Subbagian Perencanaan,Teknologi Informasi, dan Pelaporan

e STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
|4 [——
HAKIM n —
FIGHANHAKIM, R, 2 T TTEsss===== : |

|
. SEKRETARIS
| AMMAD MARZUKI, 8.Ag M. H MUNAMMAD FIRDAUS, 5.Kom

i::.::,, ':::w g l% BEE BEE
e g ez
é.T @ = @R
S lﬂ}»-ﬁnfu r———
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BAB 11
PENGELOLAAN
PERKARA




14 Perkara

Sisa Perkara di Putus

10 Perkara Gugatan
%% Perkara Permohonan

e

&57 Perkara

Perkara Masuk

362 Perkara Gugatan
95 Perkara Permohonan

&£54 Perkara

Perkara Putus

363 Perkara Gugatan
91 Perkara Permohonan

&£5% Perkara

Diputus tepat waktu

363 Perkara Gugatan
91 Perkara Permohonan

—

2 Perkara

Perkara Banding

0 Perkara

Perkara Kasasi

0 Perkara

Perkara Peninjauan Kembali

106 Perkara

Berhasil 32
Tidak Berhasil 73
Mediasi Berjalan 1




KEADAAN PERKARA

KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Sisa perkara tahun 2023 di Pengadilan Agama Prabumulih adalah sebanyak 14 perkara, terdiri dari 10 perkara
gugatan dan 4 perkara permohonan. Dan Penerimaan perkara pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Prabumulih
mengalami penurunan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 diterima sebanyak 457 perkara, sedangkan tahun 2022
sebanyak 479 Perkara. 457 perkara yang diterima di tahun 2023 terdiri dari 362 Perkara Gugatan (279.21%) dan 95
Perkara Permohonan (20.79%). Dari jumlah 11 perkara sisa tahun 2022 dan penerimaan tahun 2023 tersebut telah
diselesaikan sebanyak 454 perkara, sehingga tahun 2023 tersisa 14 perkara,

- — SISA MASUK JUMLAH PUTUS CABUT SIS
) ' 2023 BEBAN 2023 2023 2023
3 5 [ I 8
PERKAWINAN
1t |lzin Poligami 0 1 il 1 0 0
2 |Hara Bersama 0 7 2 2 1 0
PERKARA GUGATAN 3 [CoraiTalak 4 & 88 6 12 2
4 [Cerai Gugat 7 266 273 266 31 7
5 |lstbal Nikah (C: 0 E g 5 7 0
6 |Penguasaan Anak 0 i 0 0
7_|WARS 0 E E 2 0 1
JUMLAH 1" 362 373 363 46 10
. SISA MASUK JUMLAH PUTUS CABUT SISA
Db R 2022 2023 | BEBAN 2023 2023 2023
1 [Penetapan Ahli Waris 0 12 12 11 2 1 .
20| DispansaslKamin 0 25 45 T 1 ; PERKA
3 |Permohonan Istbat Nikah 0 26 26 25 1 .
4 |Wall Adhol 0 2 2 1 PERMOHONAN -
5 |Asal Usul Anak 0 4 4 4 0 0
6 |Perwalian 0 6 L3 L5 0 0
JUMLAH 0 9 95 g1 5 4
400
350
300
250
200
150
100
0 f— —-—
SISA 2022 MASUK 2023 JUMLAH PUTUS 2023 SISA 2023

PERKARA

M PERDAT A GUGATAN m PERDAT A PERMOHONAN

KEADAAN PERKARA PA PRABUMVULIN
TANUN 2023 10
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023




Perkara Masuk Berdasarkan Jenis

Perdata Permohonan

20.8%

Perdata Gugatan
79.2%

Penerimaan Perkara Berdasarkan Bulan
12 62

1 Januari a0
2 Februai 3% & 36
3 Maret 24 9 33
4 Apil 16 218
5 Mei 29 16 45
6 Jwmi % 5 35
7 Juli 31 7 38
8 Agustus 3@ 5 43
9 September 37 9 46
10 Oktober 3 5 4
11 MNovember i | 10 31
- 12Desember 2

TOTAL 362 95 457

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

B 7ina 3 Perkara

® Madat 2 Perkara

® Meninggalkan Salah Satu Pihak 11
Perkara

u Dihukum Penjara 5 Perkara

m KDRT B Perkara

= Poligami 5 Perkara

B Perselisihan/Pertengkaran Terus 239

Perkara
® Ekonomi 23 Perkara

11
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KERDRAN PERKARA
TINGKAT BANDING

Perkara yang dimohonkan
Banding pada Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2023 adalah
sebanyak 2 perkara.

KERDARN PERKARA
TINGKAT KRSASI

Perkara yang dimohonkan Kasasi
pada Pengadilan Agama Prabumulih
Tahun 2023 adalah sebanyak O
perkara.

ARY
i {flf HE JJ UHUH el

Pengadilan Agama Prabumulih
tidak menerima permohonan
peninjauan kembali pada Tahun
2023

12



PENYELESAIAN PERKARA

JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara Tahun 2022 sebanyak 11 perkara yaitu 11 perkara
gugatan dan sisa perkara tahun 2022 tersebut telah di putus di
tahun 2023

ﬂ Sisa Tahun 2022 | Diputus Tahun 2023
p— ., O PERKARA

JUMLAR PERKARA YANG DI PUTUS TEPAT WAKTU

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan penyelesaian perkara ada Pengadilan
Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bukan termasuk penyelesaian minutasi. Dan Pengadilan Agama
Prabumulih dapat penyelesaikan perkara yang diputus tepat waktu tersebut sebanyak 457 perkara dari 457 perkara
yang putus di tahun 2023. Sehingga persentase perkara yang diputus tepat waktu adalah 100%.

500

450
400
350
300
250
200
150
100

50

Perkara Putus Tahun 2023 Perkara Putus Tepat Waktu

(=]

nee
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JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPRYA HUKUM

Banding

Banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi Penggugat
maupun Tergugat untuk meminta pada pengadilan yang lebih
tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan
pengadilan agama karena dianggap putusan tersebut jauh dari
keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam
pengambilan keputusan.

Dari 457 perkara yang diputus pada tahun 2023, jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 455
perkara.

Kasasi

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah
satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi.
Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih
merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada
mahkamah agung.

Pada tahun 2023 tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi

T’eninjauan Kembali

Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh pihak perkara dalam suatu kasus hukum terhadap
suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
sistem peradilan di Indonesia

14


https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak
memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa
mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian.

Pada Tahun 2023, dari 363 Perkara Gugatan yang disidangkan Pengadilan Agama Prabumulih
terdapat 106 perkara yang dimediasi. Dari 106 mediasi tersebut 32 perkara berhasil di mediasi dan
73 perkara tidak berhasil di mediasi. Sehingga keberhasilan mediasi adalah 30.2% dari total
mediasi di tahun 2023.

DAFTAR MEDIATOR

Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il

Mediasi Berjalan 1 Perkara
0.9%

Berhasil 32 Perkare
30.2%

LUKMIN, S.Ag., M.E.

Hakim Madya Pratama
NIP. 197410102005021001

Tidak Berhasil 73 Perkara

68.9% ERNI MELITA KURNIA

LESTARI, S.H.l.,, M.H.

Hakim Madya Pratama
NIP. 198001062006042002

emmat | | T | »-«E{*ﬁm} e
~ m b

HUMAIDI, S.H.

Hakim Pratama
NIP. 199308172017121007

FIQHAN HAKIM, S.H.I.

Hakim Pratama
NIP. 198807232017121003

ABI SAMRAN,
S.H.,CTA.,CPM.,CPArb.,CPL.

Mediator Non Hakim
NIA. 009.09005/ADV.KAI/2020
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CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

4 E

I engadilan Agama Prabumulih berhasil meraih Nilai A
“A” (Excellent) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu .
(APM) Tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat Direktur CLQ. AN

Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : il s - E'AKREDITASI PEM IAMINAN MUTU
PEN AN AGAMA PRABUMUL AS I
3955/DjA.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 November 2020, N D S b IS
perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi %_—
Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, ‘ A il
Pengadilan Agama Prabumulih meraih predikat A
(Excellent) di Tahun 2020, sehingga Predikat APM naik
dari B pada Asesment Eksternal Tahun 2019 ke A
Excellent pada Surveilance pertama Tahun 2020 dan
berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 4733/DJA/OT.01.3/X/2021,tanggal 09
Oktober 2021, tentang Pelaksanaan Asesment
Surveilance dan eksternal APM Tahun 2021.
Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal Pemberlakuan Pedoman
Akreditas Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat
Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor W6-A12/271.a/OT.01.3/VI/2021 perihal
Struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama
Prabumulih telah melaksanakan Assesment Eksternal oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag,
didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang pada tanggal 11 November 2021 yang hasil dari Surveilance ke |
tersebut di umumkan pada Tahun 2022.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

}vﬁt\' DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
A Gedung Sekretarial Mahkamah Agung R Lantai 6-8
o .}/ Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
)

Telepon (021) 28079177, Faksimile (021) 20079277, 29079211
o Home Page: hitps:/ibadilag. mahkamahagung.go.id

e-mail; diljen.badilag@mahkamahagung.go.id
i l.l-“‘ y
SURAT KETERANGAN R ‘,
Nomor : s490iANN.01272022 Sertifikat Akreditasi Penjamina
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama a an Pe d. n Mutu
Mahkamah Agung Republik Indonesia 515/DjA/OT.00/2/2022 Tanggal 07 Februari ra ”an Agama
2022 Tenlang Penetapan Hasil Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu Badan N N
Peradilan Agama Tahun 2021, dengan ini kami beritahukan bahwa : omor : 025/ DjA SERT /1720
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Prabumulih A\
Kelas Bt : i Diberikan kepady;
Wilayah : Pengadilan Tinggi Agama Palembang NGADH_
Surveillance : Surveilance 2 N AGAMA PRABUMULIH
Predikat : Tetap A*** et
ditasi;

Serveillance/Penilaian Ulang berikutnya dilakukan pada tahun 2022 v
Demikian kami beritahukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. A (EIL?HE’HU

L Desember 2y
I Desember 20

— g N
"-) Top Leador on Digital Implementation
£7 | Pelopor Perubahan Pembangunan ZI MA RI

Ketua Tim Jakarts, 4 Jangy a2

Akreditasi Popiar: 2
tasi Penjaminan Mg, Balereklu: Jenderal
an Peradilan 4,
Sama

3 =
Dr. Drs, H. Aco Nur, SH, My,

\PORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023




Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk
memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang
dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan
Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap.
Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan
dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan
harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses
layanan Posbakum Pengadilan.

Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Prabumulih telah memperoleh alokasi anggaran Posbakum sebesar Rp 30.450.000,-
yang tertuang dalam SP DIPA- 005.04.2.403412/2023, Tanggal 30 November 2022.

Posbakum Pengadilan Agama Prabumulih memberikan layanan berupa:

a. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.

b. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

c. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan
bantuan hukum cuma-cuma.

Pelayanan Pos bakum untuk tahun 2023 berkerjasama dengan pihak ketiga yaitu Rumah Bantuan Hukum LBH Prabumulih
Sebenean berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 01/SPK/POSBAKUM/PPK.PBM/1/2023 tanggal 2 Januari 2023.
Selama tahun 2023 terdapat 457 orang yang menggunakan jasa posbakum dalam berperkara di Pengadilan Agama
Prabumulih.

ALOKASI REALISASI
ANGGARAN TARGET ANGGARAN JUMLAH LAYANAN

Rp 30.450.000 250 Rp 30.450.000 457

JENIS JASA POSBAKUM

@ Jasa Gugatan 285 Orang
. Jasa Permchonan 172 Orang

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi
masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan
biaya.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Prabumulih tidak mendapatkan anggaran untuk melaksanakan
sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan.
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PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
[PRODEO]

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara adalah
negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau
sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma
(prodeo).

Pengadilan Agama Prabumulih di tahun 2023 telah mendapatkan anggaran untuk perkara
Prodeo sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah terealisasi Rp. 7.000.000,-
(tujuh juta rupiah) atau sebesar 100% untuk 13 perkara.

ALOKASI REALISASI

ANGGARAN | TARGET REALISASI SISA % JUMLAH LAYANAN

Rp 7.000.000| 10 Orang|Rp 7.000.000| Rp - 100% 13 Perkara

REALISASI ANGGARAN PRODEO
TAHUN 2023

REALISAS

ANGGARAM

INFO LAYANAN BANTUAN HUKUM

\‘ LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
: Rp. 7.000.000,-
:10 orang

/ _.sasaran Penerimaan Bantuan : Masyarakat tidak mampu
di wilayah Kota®Rrabumulih

-
-Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desggs

-Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, seperti Jumkesrrl
Raskin, PKH, BLT (jika ada)
-ldentitas diri
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BAB 111
SUMBER DAYA MANUSIA
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4 Hakim
15 Non Hakim

1 PPPK

o CPNS

O PENSIUN

PROMOSI MUTASI
MASUK MASUK

PROMOSI MUTASI
KELUAR KELUAR
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Sumber Daya Manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah
organisasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya
yang kurang baik, organisasi akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan
semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenubhi.

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari Seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua, dan
dibantu hakim dalam persidangan dan penyelesaian perkara. Berdasarkan Perma Nomor
7 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan,
Pasal 114 ayat (2) disebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas Il dipimpin
oleh Panitera. Dengan susunan organisasi sesuai dengan Pasal 117 terdiri dari Panitera
Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pasal 322 ayat (2) disebutkan bahwa Kesekretariatan
Pengadilan Agama Kelas Il dipimpin oleh Sekretaris. Dengan susunan organisasi sesuai
dengan Pasal 325 terdiri dari Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan
Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Subbagian Umum
dan Keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

KETUA
LUKMIN,; B Ag-, M.E
HAKIM WAKIL KETUA
HUMAIDL, 8.H. NN WELITE VRS LOPTARL L, W

FIQHAN HAKIM, S.H0.1

H FANITERA SEKRETARIS
AHMAD MARIUKL, §. 4., M.H. HLUHAMMAD FIRDAUS, 8. Kom
I T 1 I T s
MNMUD HUKUM FANMUD CUCATAN FANMUD PELMOHONAN ERSURRAL FERINCARLLY 3 EANTRRAL UMLM DAN ARG LIFHC AW LA
n H H ﬂ IT & FILAROLAN LEUANGAN §0ETLe
WURLINDE BARL L3R, AL MURLLIF, B.ig EAFL 1N AN EUENTATL i L. k NURRLITT, TRl ST ANSELINT, LA

A | ANALS PRLALY FRADILAN ANALE FEKARK FRADEAN - FOREOLL ST PAN
& JINCAN

BLDANA, B0 ﬁ il NAETT LURABEANT, L

PINCELOLA FIREARA I ]
a TENLL RS PN LA DAL ARRLRES FLARSLN |

TORAMAL
BELVT WONCA, kA TN AT VLANRAL, L
E| Mo vccasm | e e
FELL TUNIATI, R M e omm T L

] T MU ENAFTRAR, LE

FEAMA 3 TANGN idig
T
Sasla Praggmag Jowak
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Dalam Pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Prabumulih
didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari
pegawai Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial

Pegawai Teknis Yudisial

Pegawai teknis pada Pengadilan Agama Prabumulih berjumlah 13 orang
yang meliputi, ketua, wakil ketua, hakim, panitera, panitera muda,
panitera pengganti, jurusita dan pelaksana tugas teknis

KETUA
LUKMIN, §.Ag., M.E

_ HAKIM WAKIL KETUA
HUMAIDI, §.H.

EANI MELITA KURNIA LESTARI, $.0.1, M0

=3

FIQHAN HAKIM, §.H.I.

- PANITERA
AHMAD MARZUKI, §.Ag.,M.H.

e | PANMUD HUKUM PANMUD GUGATAN PANMUD PERMOHONAN
| NURLINDA SARI, 8.5 8. AL MUALLIF, §.Ag. i HAFISI, 5.8,

a ANALIS PERKARA PERADILAN i ANALIS PERKARA PERADILAN

SADANA, §.H.

PENGELOLA PERKARA
‘VENTA ANANTI FIBLANTIL, AJNAAS.

[ |

SITI NUR LHAFIRAR, 8.8,

PANITERA PENGGANTI JURUSITA PENCCANT]
PERA YUNIATI, 6.0,

APRILIA ANDIKA PUTRI, A.M4.

Pegawai Non Teknis Yudisial

Pegawai Non teknis pada Pengadilan Agama Prabumulih berjumlah 7 orang
yang meliputi Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag
Kepegawai dan Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Teknologi
Informasi dan Pelaporan serta Pelaksana yang membantu tugas Non

Teknis.

| SEKRETARIS
| MUHAMMAD FIRDAUS, §.Kom
T

|

PENGELOLA SISTEM DAN
E% JARINGAN
U | INDAH WARTU RAMADRANY, AN,

@ ‘ BENDAHARA mn#s nufsm I
| SILVY MONICA, AMd, |mnm RIZKI WULANDARI A N4 A5,

KASUBBAG KEPEGAWAIAN

ENY ANDRIANY, §.M.

KASUBBAG PERENCANAAN KASUBBAG UMUM DAN
E IT & PELAPORAN KEUANGAN
NANI KURNIATI, §.Kom. | NURBAITI, §.Th1. > )
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Ketua
Wakil Ketua
Hakim

Panitera

Kepala Sub Bagian
Staf

GOLONGAN IV

_‘

Lak| Laki
35%

[ ]

3 4

Perempuan
65%
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Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.

Adapun tujuan dari mutasi adalah :

e Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

¢ Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan.
¢ Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai

MNani Kurniati, S.Kom.

Kasubbag Umum
dan Keuangan PA

Kasubbag PTIP PA

02 Februari 2023 |Mutasi Masuk

Prabumulih
Lahat
Panitera Panitera Muda = -
romosi dan
Nurlinda Sari, 5.E, 5.H. Pengganti PA Hukum PA 02 Oktober 2023 k
. Mutasi Masuk
Lahat Prabumulih

Fanitera Muda Panitera Muda

FA Prabumulih PA Prabumulih

Mutasi

Al Muallif, S.Ag. Permohonan Gugatan 02 Oktober 2023 . : is'
PA Prabumulih | PA Prabumulih ahatan

Panitera Muda Panitera Muda Frite

Hafisi, 5.H. Gugatan Permchonan 02 Oktober 2023 urast
labatan

Eny Andriany, 5.M.

Kasubbag Umum o KESUbPEgd
dan Keuangan PA e
Ortala PA
Martapura :
Prabumulih

03 November 2023 | Mutasi Masuk

UTASI & PROMOSI KELU KETERANGAN
Panitera Muda Panitera Muda
Rizki Amelia, S.E,5.H. Hukum PA Hukum P& Mutasi
Prabumulih Pangkalan Balai
r - Panitera - .
Desi Kuskiki, 5.H. PE'”" ' - Pengganti PA r::r::s'l
AEE Pangkalan Balai st
Kasubbag
Rada Faisal, S.Kom., MLF Kepegawaian dan | Kasubbag PTIP PA Mutasi
Ortala PA Muara Dua
Prabumulih
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Pensiun atau purnatugas adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya

harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda), Pada tahun 2023 ti

Pengadilan Agama Prabumulih yang Pensiun.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MHARA NAMA DIKLAT JEMIS

---~~-~=~--~--- e s e
oo s = [ptasn aranman ag e T
um

R m 49 THirut g st nrmgatnes, Tena g Takng sy Sn dgami * mmmnmwwmlﬂmnu ——
— 10 MA1RE B~ digrg fngtidl hirasa® Dk et ances] Ban s San dg

mm_mm

H ——

mmmx Md EEIET Caikiat Taknin

Lh hvebar 2013 [Biingnn Tains Parnpiam somgetess Tenhpe Tekng Peridien Apama “Protiematin [hiekus & Pengacian Agarma®  |Cilint Teksy B4 Mevermbes D003

3 (LRl 000 3000 Apeika A e, b Wid
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BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANADAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI
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PENGELOLAAN KEUANGAN

Belanja
DIPA 04

Belanja Barang

| 98.29%

99.83%

Belanja Pegawai Belanja Modal
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PENGELOLAAN KEUANGAN

Pagu anggaran Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2023 dituangkan dalam 2 (dua) DIPA, yaitu
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (401949) dan DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
(403412).

PAGU DAN REALISASI

REALISASIANGGARANDIPA-O1 gt UOS-ORS0IDED

98.297%

e Secara keseluruhan, anggaran belanja pegawai tahun 2023
berjumlah Rp. 2.005.563.000,-. Realisasi anggaran belanj
pegawai yang merupakan pelaksanaan dar
penggunaan anggaran terhitung sampai denga
2023 secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.974.4
anggaran belanja pegawai tahun 2023 s
31.128.322,- , dengan persentase sebesar 98.45%.

98.45% 99.83%

BELANJA
MODAL

PEGAWAI

Pagu : Rp. 30.000.000,-
Realisasi : Rp. 29.950.000,-

o . Pagu : Rp. 2.005.563.000,-
e Secara keseluruhan anggaran belanja barang tahun 2C Realisasi : Rp. 1974434678

Pengadilan Agama Prabumulih  berjumlah e
1.233.143.000,- dengan Realisasi sampai dengan
Desember 2023 berjumlah Rp. 1.212.072.485,- sehingga sisa
anggaran belanja barang adalah Rp. 21.070.515,- denga
persentase sebesar 98.29%. ‘

Pagu : Rp. 1.233.143.000,-
Realisasi : Rp.1.212.072.485,-
Sisa : Rp. 21.070.515,-

Sisa : Rp. 50.000,-

« Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/ memperoleh tanah/
peralatan, mesin/ gedung, dan bangunan/ jalan, irigasi dan-jaringan/ fisik lainnya meliputi biaya pembelian/ kontruksi/
perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih memiliki total
pagu anggaran belanja modal tahun 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,-, Dari Pagu tersebut terealisasi sejumlah Rp
29.950.000,- dengan persentase sebesar 99.83%. sehingga sisa anggaran belanja modal tahun 2023 berjumlah Rp.

50.000,-.
PAGU DAN REALISASI Program kegiatan DIPA-O4 adalah Program Peningkatan
DIPA 005-04-403412 Manajemen Peradilan Agama berupa Layanan Posbakum dan
Pembebasan biaya perkara. Pagu anggaran tahun 2023
PRODEO sejumlah Rp. 37,450,000,- yang terdiri dari Rp. 30,450,000,-

d== =
-~
~

untuk layanan posbakum yang realisasinya mencapai 100%
atau sejumlah Rp. 30,450,000,, dan pagu anggaran
pembebasan biaya perkara/prodeo sejumlah Rp. 7.000.000,-
dengan realisasi 100% atau sejumlah Rp. 7.000.000,-.

== sehingga realisasi total dari DIPA 04 sebesar Rp. 37,450,000,-
atau 100 %.

Pagu : Rp.7.000.000,-
Realisasi : Rp. 7.000.000,-
Sisa : Rp.0,-

POSBAKUM

Pagu : Rp. 30,450,000,-
Realisasi : Rp. 30,450,000,-
Sisa : Rp. 0-
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GRAFIK REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Rp2 500.000.000

Rp2.000.000.000

Rpl.500.000.000

Rp500.000.000

Re- Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
PAGL Rp2.005.563 .000 Rpl.233.143.000 Rp30.000.000
REALISAS]  Rpl.S74.434 678 Rpl.212.072.485 Rp29.950.000
5154 Rp31.128.322 Rp21.070.515 Rp50.000 Rp-

REALISASI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan negara yang diperoleh karena pemberian pelayanan
jasa/penjualan barang milik negara untuk departemen/lembaga kepada masyarakat. Jenis Penerimaan Negara Bukan
pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya berasal yang dari biaya
perkara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 terdiri dari:

a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;

c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan

d. Hak Kepaniteraan Lainnya.

HAK-HAK KEPANITERAAN ( HHK }

1 |Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan / Bantahan Rp

13.320.000

2 |Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan / Pembantah Rp 5.300.000
3 |Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon / Terlawan / Terbantah Rp 3.720.000
4 |Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon / Pelawan / Pembantah Rp 20.000
5 Pemeriksaan Setempat atas Permintaan Rp 10.000
6 |Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/ Pemohon / Pelawan/ Pembantah Rp 20.000
7 |Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat / Terlawan /Terbantah Rp 2.530.000
8 |Surat Pencabutan Gugatan Rp 510.000
2 |Redaksi Putusan/Penetapan Rp 4.410.000
Jumlah 1 Rp 29.840.000

1 |Pendaftaran Permohonan Banding Rp 100.000
2 |Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding Rp 20.000
3  |Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Rp 20.000
4 [Relaas Penyerahan Memori Banding Rp 20.000
5 |Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Rp 20.000
6 |Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding Rp 20.000
7 |Relaas Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding Rp 20.000
& |Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding Rp 20.000
2 |Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding Rp 20.000

Jumlah 11 Rp 260.000

1. Tingkat Kasasi

1 |Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi Rp 10.000
2 |Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi Rp 10.000

Jumilah I Rp 20.000

IV. Peninjauan Kembali
NIHIL

Jumlah v Rp =

NIHIL
Jumlah v Rp =
Jumlah HHEHIHIVY Rp 30.120.000
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Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2021, sebagai penyempurnaan dari PERMA No.3 Tahun 2020 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Dirjen Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat
Edaran Nomor 0424/DJA/HM.00/11/2021, Tanggal 11 Februari 2021, mengenai Penerapan Administrasi
Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Pengadilan Agama. Berdasarkan data E-
Keuangan Pengadilan Agama Prabumulih yang datanya terintegrasi dengan SIPP, Saldo awal tahun 2023
sebesar Rp. 11.277.000,- kemudian ditambah dengan jumlah penerimaan yang berasal dari panjar biaya perkara
tahun 2023 sebesar Rp. 435.049.500.,- dan dikurangi dengan pengeluaran yang terdiri dari Biaya
Pemberkasan, Panggilan, Pemberitahuan, Descente, Materai, PNBP, serta Pengembalian Sisa Panjar sejumlah
Rp. 437.767.500,- sehingga saldo akhir keuangan perkara per 31 Desember 2022 adalah Rp. 8.559.000,- yang
terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 5.185.000,- dan saldo rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor
rekening 7132171321 sebesar Rp. 3.374.000,-

LA POIRVAN] [KEU/ANKG/ANN] [Pl RIKANRYA
PENIE@ADILAN AGAVYA [PR/ASUNMIUILIFR
TARUIN 202283

1 2 3 4
1 |[Saldo &weal Rp 11,277.000
2 Fenerimaan Rp 435,049,500
3 |Biaya Proses/ATE/Pemberkasan®) Rp 29,340,000
L Biayva Panggilan Rp 201.667.500
5 |Biava Penerjemah Rp
6 |Biaya Pemberitahuan Rp 47.497.500
7 Biaya Sita R
g Biayva Pemeriksaan Setempat Rp 3.405.000
9 |Biaya Surmpah Rp
10 |Biaya Pengiriman Rp 1.337.000
11  |Materai R 4,410,000
12 |PMNEP
Biayva Pendaftaran Rp 13,420,000
Biaya Redaksi Rp 4,410,000
Biaya Penyampaian Relaas R 12,430,000
13 [Pengembalian Sisa Panjar Rp 119,250,500
14 |Biavalain-lain Rp
Jumlah Rp 446,326,500 | Rp 437,767,500
Saldo Akhir Rp 8,559,000
Saldo Bank Rp 3,374,000
Saldo kas tunai Rp 5.185.000
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PENGELOLAAN SARANA

DAN PRASARANA

Dalam usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Prabumulih akan terus
meningkatkan semua aspek kegiatan organisasi termasuk di dalamnya peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana
yang dapat menunjang tercapainya pelaksanaan tugas yang efektif, efisien dan nyaman bagi pegawai, tamu dan
tentunya para pihak perkara yang datang di Pengadilan Agama Prabumulih.

SARANA f PRASARANA JUKLAH

Ruang Ketua

Ruang vakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Sidang

Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Kepaniteraan

Ruang Kesekretariatan

LT~ -~ ! IS - T ¥ o IR T VR N

Ruang Panitera Pengganti
Ruang Juru Sita
Ruang Media Center
Ruang Arsip
Perpustakaan
Ruang APM A
Ruang PTSP
Ruang Mediasi
Ruang tunggu Sidang
Ruang Tamu Terbuka
Ruang Server
Ruang Laktasi
Ruang Bermain Anak
Ruang Kesehatan
Ruang Genset
Ruang Panel
Ruang Advokat
Ruang Bank / PDS
Gudang
Janitor

| Pantry

| Toilet Pria

| Toilet Wanita

1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
|
3
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Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Prabumulih mendapatkan Belanja modal Layanan Sarana Internal berupa Pengadaan
perangkat pengolah data dan komunikasi sejumlah Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar RP. 29.950.000,- atau
99.83%% dari anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Prabumulih tidak mendapat anggaran belanja modal layanan prasarana
internal.

LAYANAN SARANA INTERNAL
Rp. 30.000.000,-

LAYANAN PRASARANA INTERNAL
Rp. 0,-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Kantor Pengadilan Agama Prabumulih pada tahun 2023 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan yang
meliputi pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor, pemeliharaan jaringan (telepon, listrik dan internet), dan
pagar gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 224.184.000,- terealisasi Rp. 224.071.701,- atau 99.95%.

Sedangkan Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2023 berupa pemeliharaan
peralatan dan mesin meliputi perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2, perawatan PC, laptop, printer, AC, dan inventaris
lainnya senilai Rp. 235.583.000,- dengan realisasi Rp. 234.601.988,- atau 99.58%

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

PAGU

REALISASI

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
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PENGHAPUSAN

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya. Tidak terdapat penghapusan BMN di Pengadilan Agama
Prabumulih Tahun 2023

KENDARAAN DINAS

Toyota Rush Daihatsu Xenia Pajero Sport Expander Yamaha Xerox Yamaha Xerox Toyota Fortuner
Tahun 2019 >> 2019 )) 2020 >> 2021 2019 )) 2019 2022
DIPA Pinjam Pakai Pinjam Pakai Sewa MA DIPA DIPA Pinjam Pakai

BG 1184 CZ BG 1072 CZ BG 1214 CZ BG 1119 2 BG 5916 CZ BG 5917 CZ BG 1156 X0

Laptop Mesin Absensi

PC Unit AC (VAN

Kursi Kerja Server

Meja Kerja Printer Jaringan
Lainnya

-

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI
telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual
(konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (Tl), hal ini dikarenakan harus adanya
peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan
akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

IMPLEMENTASI E-COURT

A

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020, tentang Administrasi
Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga
fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian
pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2020,
maka ditunjuklah beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan e-court. Akan tetapi pada kenyataannya,
hampir semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sudah mulai mengimplementasikan proses beracara
melalui sistem elektronik tersebut, salah satu diantaranya adalah Pengadilan Agama Prabumulih.

Sistem e-court Pengadilan Agama Prabumulih memungkinkan Penggugat Pemohon melakukan permohonan atau
gugatan di seluruh Indonesia secara elektronik, tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga
jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran
pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang
dimiliki pengadilan tersebut.

Pemanggilan elektronik juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan
langsung ke domisili elektronik, termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada yang
bertempat tinggal di wilayah hukum yang berbeda.

Adapun perkara yang diterima dan dan diproses secara e-court pada Tahun 2023, sebanyak 40 perkara, 29 diantaranya
telah di putus, 7 perkara dicabut dan menyisakan 4 perkara e-court.

Berikut adalah peta e-court, dan tabel perkara terdaftar e-court di Pengadilan Agama Prabumulih :
PERATURAN AGUNG RI

25 - Court

< he Bectronics Justice Systen

Jumlah Perkara secara Elektronik

Diputus

Sisa f Masih
Jumlah | Dalam Proses

No Mama Satker

Sisa Tahun Lalu| Diterima Dicabut Secara Secara
Elektronik Biasa

1 PAPrabumulih 1 40 7 3 27 30 4

yang lebih Cepat,
Sederhana, Biaya
Ringan




IMPLEMENTASI SIPP

PR

E-REGISTER E-KEUANGAN BLANGKO TAMBAHAN SIPP E-PELAPORAN

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara
baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Penerapan SIPP di Pengadilan Agama
Prabumulih telah dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai sekarang.

Selama tahun 2023 seluruh user di Pengadilan Agama Prabumulih sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu
penyelesaian perkaranya dan data perkara yang sudah masuk di SIPP persentasenya pada akhir tahun 2023 (31 Desember
2023) persentase penanganan perkara mencapai angka 97,01%, hasil tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang
didukung sepenuhnya oleh pimpinan Pengadilan Agama Prabumulih dan seluruh stakeholdernya.

Berkaitan dengan publikasi putusan, selama tahun 2023, Pengadilan Agama Prabumulih telah menyelesaikan 454
perkara. Dari 454 perkara ini, semuanya telah di publish pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Dalam penerapannya, seluruh PC (Personal Computer) dan Laptop (Notebook) yang dimiliki Pengadilan Agama

Prabumulih sudah terkoneksi langsung dengan SIPP di PC Server yang sangat membantu mempercepat proses

administrasi perkara sehingga penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara

dapat dilakukan dengan mudah. Adapun pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi tersebut antara lain:

e Membantu petugas Meja 1 (satu) dalam penginputan permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis
surat kuasa.

¢ Membantu petugas Meja 2 (dua), Meja 3 (tiga), Hakim dan Jurusita dalam pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS,
Relaas, Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumen-dokumen lainnya.

e Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita
Acara Persidangan, Putusan, Penetapan, AC

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
AT i R AR PR T

M TR ———

L ——
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BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN
PUBLIK

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
MENYATAKAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERADILAN SESUAT

DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL
AKUNTABEL, TRANSPARAN, EFEKTIF & EFISIEN DAN NYAMAN

PRABIMULIE, 02 JANUARI 2023

o

Al KNI, 5.4g., M.E.

PROGRAM PRIORITAS

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA-MA RI

Menuju Peradilan Agama Modern Berkelas Dunia

Penguatan Kelembagaan Penguatan Sumber Daya Manusia

i Jaminan Perlindungan Hak-Hak Peningkatan Kualitas SDM tenaga
knis Peradilan Agama
malisasi  kegiatan pembinaan,
onitoring, dan evaluasi secara
berkala (daring dan luring);
laksanaan
cara Peradilan Ag:

ksanaan Putusan Per

Hukum

na

v Optimalisasi kerja sama antarlembaga Penguatan Pemanfaatan 71

Optimali: E-Court, Gugatan
Sederhana dan Gugatan Mandiri
Implementasi, Pengembangan, dan
Replil likasi Ditjen
Badil Mahkamah

& si
Penguatan Integritas

i Pembangunan ZI menuju WBK

asi
ag
Aguﬁg

2023

S
=»

&H @

enandaion ganan

4

5

INOVASI DITJEN
BADILAG MA RI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BERIKUT 26 INOVASI DITJEN BADILAG : w

L.APLIKASI PUSAT ADATA PERKARA
2.APLIKASI E- LAPORAN
3.APLIKASI PTSP ONLINE SATKER TINGKAT BANDING
4. APLIKAS|I HUKUM EKONOMI SYARIAH BADILAG
S.APLIKASI ANTRIAN SIDANG
6.BASIS DATA TERPADU KEMISKINAN
7.APLIKAS|I PNBP FUNGSIONAL
8.E-EKSAMINASI
9.E-REGISTER PERKARA
10.E-REGISTER KEUANGAN PERKARA
MN.COMMAN CENTER
12.APLIKASI| VALIDASI AKTA CERAI
13.APLIKASI GUGATAN MANDIRI
14.PORTAL APLIKASI SIMTALAK (TNDE‘ SIPP, ABS, E-LEARNING, BIAYA
MUTASI, PNBP, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA)
15. APLIKASI JIN CuTl
16.APLIKASI IJIN KELUAR NEGERI
17.APLIKASI TIDAK MASUK KANTOR
18.APLIKASI IJIN BELAJAR
19.APLIKASI JIN SIDANG HAKIM TUNGGAL
20. APLIKASI IJIN PENCANTUMAN GELAR
21.APLIKAS| SKM DITJEN BADILAG
22.APLIKAS| BUKU TAMU DIGITAL
23.PELAYANAN FIT & PROPER TES ONLINE
24.PENILAIAN KINERJA SATKER
25.PORTAL EKONOMI SYARIAH
26.APLIKASI VISION+

O
2
@

~

®

W

~

L

>
BerAKHLAK



AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

[APM])

Pengadilan Agama Prabumulih berhasil meraih Nilai
“A” (Excellent) dalam Akreditasi Penjaminan Mutu
(APM) Tahun 2020. Hal ini berdasarkan surat Direktur
Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor :
3955/DjA.3/HM.00/11/2020, tanggal 30 November 2020,
perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi
Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020,
Pengadilan Agama Prabumulih meraih predikat A
(Excellent) di Tahun 2020, sehingga Predikat APM naik
dari B pada Asesment Eksternal Tahun 2019 ke A
Excellent pada Surveilance pertama Tahun 2020 dan
berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Nomor: 4733/DJA/OT.01.3/X/2021,tanggal 09
Oktober 2021, tentang Pelaksanaan Asesment
Surveilance dan eksternal APM Tahun 2021.

ASSESSMENT =t1oyE|L
PEN

%

E AKREDITASI PFM IAMINAN MUTU
AN AGAMA PRABUMUL AS 1l

PRABUMULIH, NOVEMBER 2021

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama MA-RI Nomor 2918/DjA/OT.01.3/10/2020 tanggal 24 Oktober 2020 perihal Pemberlakuan Pedoman
Akreditas Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Prabumulih membuat Surat
Keputusan terkait dengan Akreditasi Penjaminan Mutu yaitu SK Nomor W6-A12/271.a/OT.01.3/V1/2021 perihal
Struktur Tim Penjaminan Mutu (TPM) pada Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2021 dan Pengadilan Agama
Prabumulih telah melaksanakan Assesment Eksternal oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag,

didampingi oleh pejabat dari PTA Palembang
tersebut di umumkan pada Tahun 2022.

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama

Nomor: 025/DjA /SERT /1/2021

Diberikan kepada:
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH
Terakreditasi:

“A"” (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini akan dilakukan
penilaian kembali pada:

1. Desember 2021
1I. Desember 2022

Jakarts, 4 Januari 2021

Ketua Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu

1 R
N
Drs. Arief SHy MM. Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama

[ Modul Asesor.
Akreditasi Penjaminan
Mutu (APM)

it

=y, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
5, DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
% Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6-8
.| Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277, 29079211
Home Page: htips:/ibadilag. mahkamahagung.go.id

e-mail: ditjen badilag@mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 649/DjA/HM.01/2/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia 515/DjA/OT.00/2/2022 Tanggal 07 Februari
2022 Tentang Penetapan Hasil Assesment Akreditasi Penjaminan Mutu Badan
Peradilan Agama Tahun 2021, dengan ini kami beritahukan bahwa :

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Prabumulih

Kelas l .

Wilayah : Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Surveillance : Surveilance 2

Predikat : Tetap A™*

Serveillance/Penilaian Ulang berikutnya dilakukan pada tahun 2022
Demikian kami beritahukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

@ | Top Leader on Digital Implementation : i

Pelopor Perubahan Pembangunan ZI MA RI
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PEMBANG

UNAN
LONA INTEGRITA
Zona Integritas Zona Integritas (ZI)
merupakan sebutan atau predikat yang
diberikan kepada Satuan Kerja vyang
pimpinan dan jajarannya mempunyai niat
(komitmen) untuk mewujudkan WBK dan
WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi  birokrasi dan peningkatan

kualitas pelayanan publik.

Pada tanggal 22 Oktober 2019 Pengadilan
Agama Prabumulih melakukan
pencannagan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) sebagai bentuk perwujudan
tanggung jawab kepada masyarakat.

KAWASAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN AGAMA PRAEBUMULIH KELAS I

LIHAT LAWAN LAPDRYWAN

I PSI A Prima melayan?

LAPORAN PELAKSAAAN KEGIA



Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah.
Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan
menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya
disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal
sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di
dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan
Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di
bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. Oleh
karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah
Agung Republik Indonesia, telah mengeluarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, tanggal 2
Agustus 2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan
Agama. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan
untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam
satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP
ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis,
koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Prabumulih
ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang
menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-
144/KMA/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan, serta Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan
Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan
untuk:

1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan
anti korupsi, kolusi, nepotisme.

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH KELAS Il

MEJA INFORMASI

Menyampaikan Informasi

Menerima dan memilih Permintaan Informasi Tertulis
Menyediakan dan Menginformasikan Jadwal Persidangan
Meregristasi Pengaduan

Menyampaikan Pengaduan kepada yang berwenang FATIMAH RIZKI W, AMd

PENDAFTARAN PERKARA

Pendaftaran perkara Gugatan/Permohonan

Pengajuan upaya hukum Banding. Kasasi, dan Peninjavan
Kembali

Pendaftaran Permohonan Konsinyasi

Pendaftaran Permohonan Eksekusi ANISA APRILIA

KASIR

Penaksiran Panjar Biaya Perkara

Pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
Pembayaran PNEP

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Penyerahan bukti-bukti pembayaran VENIA ANANTI F, AMdAB

PRODUK PENGADILAN

Salinan Putusan/Penetapan
Akta Ceral

SADANA, 5.H.

POJOK &-COURT

w

w

Klinik bantuan e-Court
Penerimaan pendaftaran perkara online (e-Filling)
Subjek Sosialisasi

SITI NUR ZHAFIRAH, 5.H.

a woeow.pa-prabumulingo. id pa_prabumulih @ Pengadilan Agama Prabumulih @ PA Prabumulih

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima
dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga
Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Untuk lebih prima dalam pelayanan kepada masyarakat selain PTSP yang
tersedia di kantor secara offline, Pengadilan Agama Prabumulih juga
menyediakan PTSP secara online atau E-PTSP. LayananE-PTSP dapat di akses
melalui website https://ptsp.pa-prabumulih.go.id.

HOME LAYANAN TESTIMOMI LOKAS

Video Call Call Center Website Chat WhatsApp Facebook Instagram

(Layanan Informasi (Layanan Informasi (Layanan informasi Chat Chat Chat
meliidllidec Cat) Medalii Via Tale ) Chat Webaite) (Layanan Informasi (Layanan informasi [Layanan lnformasi
Chat WhatsApp) Chat Facebook) Chat WhalzApp)

ELIK DISINI KLIK DISINI
KLIK DISIMI KLIK DISING |

Capaian Implementasi PTSP

Penempatan
dan desain

PA Prabumulih
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INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses,
dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Dalam rangka
meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepetan perkara para pencari keadilan
di Pengadilan Agama Prabumulih, serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama
Prabumulih, maka perlu adanya inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi
kebutuhan tersebut.

IEI NAMA INOVASI | DESKRIPSI | PENANGGUNG JAWAB

Pengumuman Audio Visual Antrian dan Tata Terib ruang Menyajikan informasi antrian sidang serta tata tertlb di ruang sidang e hSH.
Sidang | REG.42870 ] dengan media audio visual ahry
Sebagal salah satu usaha agar tercapainya tiga sasaran hasil utama
yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah

LI yang bersih dan bebas KKN serta peninglkatan kualitas pelayanan

Erni Melita Kurnia Lestari, S.HL, MH.

pulslik,
3 Kursl Khusus Penyandang Disabilitas (KUSENDANG) [ Optimalizasi Aksesibilitas Melalui Penyediaan Kursi Khusus 5 SH
REG.A2868 ) Penyandang Disabilitas Pada PTSP dan Ruang Tunggu Antrian Sidang :

Salah satu sarana bagl kaum disabilitas yaitu media komunikas|
menggunakan tullsan dan bentuk visual lainfya bagl penyandang
Video Panduasn Pengembakan Sisa Panjar Bagl Penyandang disbailitas yang memilikd hambatan dalam pendengaran,wicara,
Disabiltas Yang Dilenglkap! Dengan Bahasa lsyarat | REG.A2857 | komunikasi.Maka dibuatiah media video mengenai panduan
pengembalian sisa panjar untuk membantu penyandang disabilitas
lebih memahami tentang proses pengembalian sisa panjar,

Venia Ananti Fidiamtiz, AMd.AB

o = o AKSES LAYANAN INFORMASI BAGI PENYANDANG TUNA NETRA

5 MELALUI MEDIA KATALOG BRAILLE & QR CODEAUDIO PADA  \bp) 1 1y) MEDIA KATALOG BRAILLE & QR CODE AUDIO PADA pTsp  "Prina Andika Putrl, AMd.

PTSP | REG.42866 |
[] Penomoran Surat Masuk dan Surat Keluar onling | REG.42B65 ) Penomoran Surat Online dengan Google Sheet Indah Wahyu Ramadhary, A Md.
SEBAR MIKOCELAG (Sembari Menunggu Sidang Minum Kopl dan
7 SEBAR MIKOCELAG | REG.AZBGA | Cemilan Gratis) Memberikan kopi dan cemilan secara gratis kepada  Ahmad Marzuki, 5.Ag.
masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Prabumulih
B APUKASI ARSIP DIGITAL (DIGITASI) | REG.42863 ) Aplikasi Digivalisasi Arsip Surat Terintegrasi Indah Wahyu Ramadhary, A Md.

9 Peminjaman Arsip Perkara Melalui GR Code | REG.42862 | Layanan Peminjaman Arsip Perkara Secara Online Melalul QR Code  Siti Nur Zhafirah, S.H.
Pengisian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online

10 Survey Indeks Kepussan Masyarakat (IKM) | REG.42880 | melalul website resm| Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Siti Mur Zhafirah, 5.H.
menggunakan Google Form.

11  Blektronik Surat Keputusan & Surat Tugas (E-SKT) [ REG.42859 ] ;:'."‘1‘“' untuk pembuatan Surat Keputusan dan Surat Tugss berbasls (L) prviaus Skom.,
Aplikasl untuk pembuatan Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas beserta

12 Surat Perjalanan Dinas Elektronik (E-SUPER) [ REG.42858 | lampirannya, realisasi anggaran, dan laporan hasll perjalanan dinas  Muhammad Firdaus, 5.Kom.
dengan database terpusat.
Penyediaan buku bacaan, majalah, koran untuk para pihak yang

13 Reading Corner | REG.42857 | iy Nurbait], 5.Th.

" s h [ REG.42856 ] Masyarakat bisa menggunakan stasiun charger untuk mengisi daya J, 5.Thi.

handphone atau peralatan ebektronik lainnya,

Aplikasi untuk menghitung panjar blaya perkara Ceral Gugat, Ceral

Talak, Gholb, Dispensasi Mikah, isbat Nikah, Banding dan Kasasi secara Pr I "
online. Panjar biaya perkara dalam radius wilayah Kota Prabumulih. 51 .

BAPER talah tertanam/menempel d wibsite utama PA Prabumalih.

15 Sistem Informasi Blaya Perkara (SI BAPER) | REG.42854 |

Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara online, dimana masyarakat dapat
menghubungl petugas PTSP PA Prabumulih melalul 1. Video call
16 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik (E-PTSP) [ REG.42853 ) WhatsApp 2, Call Center telepon kantor 3, Website chat 4. WhatsApp  Ahmad Marzuki, 5.Ag.
Chat 5. Facebook chat 6. Instagram chat E-PTSP telah
tertanam/menempel di website utama PA Prabumalih

Layanan prioritas tanpa nomar antrian untuk lanjut usis, penyandang
disabilitas, ibu menyusul dan ibu hamsl.

Penglsian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara online

18 Survey indeks Persepsi Antl Korupsi (IPAK) [ REG.42851 ) mielalul website resmi Pangadilan Agama Prabumulih, dengan Siti Nur Zhafirah, 5.H.
meggunakan Googhe Form,

17 Pelayanan Prioritas Tanpa Nomor Antrian | REG.42852 | MNurbaitl, 5.Thl.
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BAB VI
PENGAWASAN

42



PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen.
Secara etis filosofis monitoring /pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan,
memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga
agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya
(doelmatig).

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung Rl sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi
pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan
sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan
Agama Prabumulih dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas
lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi
peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat
pencari keadilan.

Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan
salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan
berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu,

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

A.Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam
lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis
pengawasan  yaitu: Pengawasan Melekat
Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang
bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus,
dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya
secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas
bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan
perundang-undangan yangberlaku.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Prabumulih secara rutin
terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

dan

peraturan

kewenangan masing-masing.

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap
penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang
sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah
direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi
Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan
menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan
Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah
dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses
penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap
instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat
peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau
observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan
atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan
benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan
untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi
pelaksanaan, pengendalian/pengawasan

serta evaluasi kegiatan yang

perencanaan,
dan penilaian
dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang
harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi
sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim,
penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita
acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang
dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk
mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur
penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan
perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan
perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.

atas
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Administrasi  Umum adalah seluruh kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian,
keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib
perkantoran.

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian
atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan
keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga
peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil
sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat bersifat.sebagai pengendalian
yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan
secara preventif dan represif agar 'tugas-tugas bawahan
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana
kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

rangka memenuhi 53 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Keduadengan' Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan memenuhi Ketentuan Keputusan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor/ 035/KS/IX/2008 tanggal 1
September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor
71/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja-Hakim
dengan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, telah
dilaksanakan Pengawasan 'Melekat di Pengadilan ~Agama
Prabumulih, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan
langsung pegawai yang bersangkutan, baik dari segi disiplin
masuk dan pulang kerja maupun kinerja bawahan setiap hari,
setiap pejabat mempunyai buku catatan penilaian pekerjaan
untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat tersebut dalam
menilai kinerja personil yang berada di bawahnya. Untuk
mencapai hasil pengawasan-yang-maksimal, Ketua Pengadilan
Agama Prabumulih telah membentuk Hakim Pengawas
Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk
mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-
masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Prabumulih, Nomor Wé6-A12/046/0T.1.1/1/2022,
tanggal 03 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim
Pembinaan dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama
Prabumulih.

Dalam ketentuan. Pasal

1.Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.l., M.H. sebagai Wakil

Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator
Pengawasan, mengkoordinir laporan Hakim Pengawas
Bidang, = mengkoordinasikan  tindak lanjut  hasil

pengawasan, membuat rekapitulasi hasil pengawasan dan
melaporkannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan
Agama Prabumulih.

2. Humaidi, S.H. mempunyai tugas sebagai:
Pengawas Kepaniteraan/Administrasi Perkara, meliputi:
1.Administrasi persidangan dan register perkara
2.Keuangan perkara, pelaporan perkara, minutasi dan
arsip

3. Fighan Hakim, SHI mempunyai tugas sebagai berikut :
1.Kinerja pelayanan publik
2.Implementasi SIPP dan Web
3.Manajemen
/Administrasi Umum, meliputi:
e Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

Peradilan dan Kesekretariatan

o Kepegawaian, organisasi, tata laksana dan meja
informasi
e Inventaris Barang Milik Negara, Keuangan dan
Website

e Surat menyurat, arsip dan perpustakaan
e Sarana dan prasarana.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan 4 (empat) kali dalam

setahun, namun juga bisa dilakukan setiap bulan agar
pengawasan lebih baik, dan hasil temuan tidak terlalu
banyak yang hasil pengawasan
dilaporkan kepada pimpinan_melalui Wakil Ketua selaku
koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan temuan
tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh masing-
masing pejabat sesuai dengan masing-masing bidang
tugasnya.

temuan-temuan dari

2.Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi
untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15
Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, pada Pedoman
Umum angka 1 huruf ¢ adalah pengawasan yang dilakukan
oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik intern

pemerintah maupun ekstern pemerintah yang
dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan, agar sesuai dengan

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama
Prabumulih dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi
langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang selaku
atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Palembang dilakukan dua kali dalam setahun dan
yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juni 2023,
dan hasil dari pengawasan tersebut telah
ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Prabumulih.

temuan
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3.Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Prabumulih dalam melaksanakan pengawasan
rutin terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung
oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga
diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun
dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas sebagai
upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan
memakai fingerprint sehingga baik kedatangan maupun
pulangnya pegawai bisa dilihat dari hasil cetak (print-out) setiap
bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor
071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI
Nomor35/SK/1X/2008.

4 Pengaduan

Sejak awal beroperasional tanggal 01 November 2018,
Pengadilan Agama Prabumulih telah membuka meja pengaduan
sesuai dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5
Januari 2011. Oleh karena keterbatasan sarana dan sumber
daya manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu
dengan meja informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang
sama.

Selain meja pengaduan tersebut, untuk mengakses setiap
keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama
Prabumulih telah disediakan pengaduan berupa

(1) kotak pengaduan/saran,

(2) SMS Nomor 0813-67238960,

(3) email ke pa.prabumulih@gmail.com

(4) www.pa-prabumulih.go.id.

(5) Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung

Pada tahun 2023, tidak ada pengaduan yang masuk ke
Pengadilan Agama Prabumulih.

B.Evaluasi

Bahwa Pengadilan Agama Prabumulih selalu berusaha
melakukan yang lebih baik sehingga evaluasi terhadap fungsi
pengadilan terus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas pada
Pengadilan Agama Prabumulih, ada dua bidang yaitu bidang
kepaniteraan yaitu administrasi peradilan, kemudian bidang
kesekretariatan vyaitu administrasi umum, dua hal tersebut
mempunyai fungsi yang berbeda. Bidang administrasi peradilan
yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan, sedangkan bidang kesekretariatan membantu dan
mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
pencari keadilan, dalam dua bidang tersebut diatas perlu kami
sampaikan yang terkait dengan evaluasinya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hasil
pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Agama
Prabumulih Kelas Il pada tanggal 21-23 Juni 2023, Kinerja
Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il telah berjalan cukup
baik dan dapat memberikan pelayanan yang diperlukan
kepada pengguna layanan pengadilan khususnya pencari
keadilan, namun belum secara optimal karena masih
terdapat kekurangan atau kelemahan dari berbagai bidang
yang memerlukan perbaikan, penyempurnaan,
penambahan, dan penyediaan sebagai berikut:
1.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il agar segera
menindaklanjuti  perihal yang menjadi temuan
hatiwasda bilamana terjadi temuan dan
mempertahankan kinerja yang telah berjalan dengan
baik.
2.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il melakukan
upaya untuk terpenuhinya kekurangan berbagai
fasilitas berupa sarana dan prasarana kerja yang
diperlukan guna tercapaianya pelaksanaan kinerja yang
maksimum dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah
Agung RI.
3.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il memerlukan
pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan SDM petugas dan pejabat di bidang
administrasi perkara khususnya mengenai adminstrasi
perkara, administrasi persidangan, dan administrasi
umum, serta dilakukan kontrol yang berkesinambungan
sebagai pengawasan melekat oleh atasan terhadap
bawahannya sehingga administrasi berjalan dengan

lancar, tertib, benar, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
4.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il perlu

menanamkan budaya kerja secara cepat, tepat, cermat,
teliti (check and recheck) bagi seluruh jajaran
pengadilan sehingga tidak terjadi kesalahan dan
keterlambatan.

5.Pengadilan Agama Prabumulih Kelas Il perlu melakukan
monitoring dan evaluasi hasil pembinaan dan
pengawasan berjenjang agar diimplementasikan dengan
penuh kesungguhan mulai dari Ketua Pengadilan
sampai dengan unsur pimpinan tingkat bawah terhadap
bawahannya, begitu pula monitoring dan evaluasi hasil
pembinaan dan pengawasan dalam hubungan kerja oleh
Hakim terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita selain
sebagai pengawas bidang, sehingga tidak terjadi
kesalahan, kelalaian, keterlambatan, dan pembiaran.
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Kesimpulan

Penyelesaian perkara tahun 2023 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik,
sisa dari tahun 2022 sebanyak 11 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 457
perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 468 perkara, dan telah
berhasil diselesaikan sebanyak 454 perkara (97%), sisanya sebanyak 14 perkara (3%).

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola Bindalmin,
walaupun masih ada kesalahan- kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.

SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk administrasi
penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah
diimplementasikan di Pengadilan Agama Prabumulih dengan menggunakan versi 5.3.1 (update terbaru).
Per 31 Desember 2023 persentase implementasinya diangka 97,01%.

Pengadilan Agama Prabumulih telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung Rl dalam hal penerapan e-
court dalam penerimaan dan proses persidangan secara elektronik, sebanyak 40 perkara. Sebanyak 7
perkara dicabut dan 29 telah berjalan persidangannya. Dari jumlah perkara e-court tersebut 2 perkara
diputus secara eletronik dan 27 diputus melalui sidang biasa, sehingga tersisa 4 perkara e-court yang
masih berlangsung.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial,
tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan
secara efektif.

Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIKEP, SIMARI dan SAPK. Bagian keuangan memakai
sistem aplikasi Keuangan: SAIBA, SAS, E-Rekon . Bagian Perencanaan memakai sistem aplikasi RKA-KL,
Sakti E-Monev Smart DjA dan E-Monev Bappenas. Bagian umum yakni system aplikasi SIPERMARI,
SIMAN dan SIMAK-BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

Transparansi keuangan DIPA mapun keuangan perkara telah dilaksanakan dengan maksimal, dan
akuntable, Data keuangan dan realisasi di tampilkan di website dan juga di upload di aplikasi E-BIMA
Mahkamah Agung

Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang
harus dilaksanakan.

Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2023 berhasil dengan
baik

Pengelolaan kenaikan pangkat, mutasi dan gaji berkala berdasarkan tanggal SK dan periode telah sesuai
dengan waktu yang ditetapkan, tidak terjadi keterlambatan.

Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial masih belum sesuai.

Pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara prima, dan dengan menggunakan inovasi-inovasi
Tl yang terkini sehingga menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.
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Rekomendasi

1.Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang,
dimohon dalam mutasi baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita/Jurusita Pengganti agar jumlahnya
dipertahankan, antara yang mutasi keluar dengan mutasi masuk-seimbang. Begitu pula SDM non teknis
diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum untuk ditempatkan di bidang administrasi
umum/kesekretariatan.

2.Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang,
dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan belanja modal khususnya perangkat teknologi
informasi untuk mendukung program perioritas seperti e-court, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
penyelesaian tugas lainnya sesuai bidangnya masing- masing.

3.Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus- menerus ditingkatkan guna
mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang
tugasnya dan berakhlak mulia).

4.Selanjutnya‘kepada seluruh pejabat fungsional dan struktural, disarankan lebih meningkatkan disiplin, loyalitas
dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan moralitas.
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